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ABSTRACT
The Criminal Code, the SPPA Law, and the Narcotics Law have regulated regulations regarding the double track system.  In this regulation, the punishment for children in conflict with the law is different from the punishment for adults. Child punishment is one of the punishments that uses special laws, the handling of which varies according to the case. Problem formulation: 1) How is the application of the double track system in sentencing decisions against children in drug abuse crimes at the Padang District Court? 2) What is the basis for the judge's considerations in applying the double track system in sentencing decisions against children in drug abuse crimes at the Padang District Court? This research is normative juridical research. The author used secondary data in the form of court decisions. Data was collected by document study, then analyzed qualitatively.  The results of the research concluded that 1) Judges at the Padang District Court in handing down sentences in narcotics abuse crimes have implemented a double track system, namely determining criminal sanctions in line with action sanctions. 2) The judge's consideration in implementing the double track system in punishing children in narcotics abuse crimes at the Padang District Court is by taking into account both juridical and non-juridical considerations.
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I. [bookmark: _4c65bwis0rn4]PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Permasalahan
Pemidanaan dapat dilakukan dengan sistem dua jalur atau yang disebut dengan double track system. Double track system adalah konsep penetapan sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua jenis sanksi tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Sanksi pidana diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatannya, memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sedangkan  sanksi tindakan bertujuan untuk perbaikan diri pelaku serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.[footnoteRef:1] [1:  Erna Dewi, 2013, Hukum Panintensier dalam Perspektif, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Lampung, hlm. 11.] 

[bookmark: _Hlk173321305]Double track system dapat digunakan pada proses peradilan anak. Proses peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak dalam konteks hukum merupakan sebagai subjek hukum, jadi dapat dinyatakan bahwa anak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi, dalam hal ini anak tidak dapat dianggap sama dengan orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana, karena anak dalam status hukumnya tergolong tidak cakap atau masih di bawah umur. 
KUHP, UU SPPA, dan UU Narkotika telah mengatur aturan tentang double track system.  Dalam peraturan tersebut pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan pemidanaan orang dewasa. Pemidanaan anak merupakan salah satu pemidanaan yang menggunakan undang-undang khusus yang penanganannya berbeda-beda sesuai dengan kasusnya.
Pemberian hukuman pada anak di bawah umur pada perkara penyalahgunaan narkotika sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutus keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak. Usaha menangani perkara anak terutama bagi para hakim diperlukan perhatian khusus. Pemeriksaan atau perlakuannya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Hakim dalam pemeriksaan awal di persidangan harus mempertimbangkan apakah anak tersebut ditahan atau tidak. Pertimbangan mengenai apakah anak masih sekolah atau tidak dan apakah orang tuanya masih mampu mendidik anak dan menghadirkan anak di persidangan dan berbuat baik selama sidang berlangsung. Hal ini untuk tetap memberikan kesempatan anak mendapatkan pendidik yang baik tanpa terganggu dengan adanya persidangan.[footnoteRef:2] [2:  Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Medan, hlm. 133.] 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul:
“PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang)” 
B. Rumusan Permasalahan
1. Bagaimanakah penerapan double track system dalam pemidanaan terhadap anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan double track system dalam pemidanaan anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis penerapan double track system dalam pemidanaan anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan double track system dalam putusan pemidanaan anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang.


II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka (library reserach) dan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Double Track System dalam Putusan Pemidanaan Anak pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Padang
Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal yang diterapkan oleh hakim yaitu dengan memberikan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan tindakan sebagaimana yang telah diatur sesuai dalam ketentuan UU Narkotika dan juga merujuk kepada UU SPPA karena pelaku tindak pidana tersebut adalah anak. UU Narkotika sebagai penetapan sanksi penjara sedangkan UU SPPA untuk penetapan sanksi tindakan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 71 dan 82 UU SPPA. Hakim di Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan sanksi bentuk pidana berupa penjara dan pidana pengawasan di LPKA Tanjung Pati atau di Rutan Klas II B Padang, dan sekaligus menjatuhkan bentuk tindakan berupa pelatihan kerja di LPKA Tanjung Pati.
B. [bookmark: _Toc161913102]Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Double Track System dalam Putusan Pemidanaan Anak pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Padang  
Pertimbangan hakim dalam menerapkan double track system dalam pemidanaan anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri yaitu dengan memerhatikan pertimbangan yuridis yang berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang-barang bukti lainnya. Kemudian juga memperhatikan pertimbangan non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringkan terdakwa. Selain itu hakim juga mempertimbangkan rekomendasi dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan, dan untuk mempertimbangkan masa depan anak pelaku penyalahgunaan narkotika.

[bookmark: _c2u0tinisdlf]IV. PENUTUP
A. Simpulan
1. Penerapan double track system dalam pemidanaan terhadap anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang yaitu, Hakim di Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan sanksi bentuk pidana berupa penjara dan pidana pengawasan di LPKA Tanjung Pati atau di Rutan Klas II B Padang, dan sekaligus menjatuhkan bentuk tindakan berupa pelatihan kerja di LPKA Tanjung Pati.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan double track system dalam pemidanaan anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri yaitu dengan memerhatikan pertimbangan yuridis  dan pertimbangan non-yuridis. Selain itu hakim juga mempertimbangkan rekomendasi dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan, dan untuk mempertimbangkan masa depan anak pelaku penyalahgunaan narkotika.
B. Saran
1. Kepada orang tua pelaku penyalahgunaan narkotika diharapkan untuk lebih memperhatikan anak dalam membimbing dan mengawasi mereka dalam pergaulan dan lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan untuk mencegah anak agar tidak berhadapan dengan hukum dan untuk melindungi masa depan anak.
2. Penegak hukum diharapkan agar kasus-kasus tindak pidana anak harus ditangani dengan cara yang berbeda dari kasus orang dewasa. Untuk mencapai hal tersebut, dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengedepankan hukuman penjara sebagai pilihan utama atau sebagai bentuk pembalasan. Tetapi harus mengedepankan pemulihan keadaan anak, karena secara psikologis anak belum siap untuk menerima hukuman yang bersifat pembalasan seperti hukuman orang dewasa.
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